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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Perlindungan lingkungan terhadap pencemaran limbah B3 berupa oli bekas 

di Bengkel Octopus Wonosari masih belum berjalan optimal dan belum 

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Meskipun bengkel sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 

sebagai izin usaha dasar, namun belum melengkapi dokumen lingkungan 

seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (SPPL) yang seharusnya menjadi syarat wajib bagi 

operasional bengkel. Dalam pengelolaan limbah oli bekas, Bengkel Octopus 

telah melakukan langkah awal dengan menyediakan tempat penyimpanan 

sementara berupa drum untuk menampung limbah hasil servis kendaraan. 

limbah oli bekas diserahkan kepada pengepul yang tidak memiliki izin resmi 

untuk mengumpulkan limbah B3, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Situasi ini menjadi lebih serius karena 

wilayah Wonosari yang merupakan area karst, sangat rentan terhadap 

pencemaran air tanah, sehingga setiap tumpahan atau pembuangan oli bekas 

yang tidak dikelola dengan baik berisiko mencemari sumber air bersih bagi 

masyarakat sekitar. 

2. Pelaku usaha bengkel di wilayah Gunungkidul menghadapi tiga kendala 

utama dalam mengelola limbah oli bekas. Pertama, kurangnya pengetahuan 

dan pemahaman terkait peraturan pengelolaan limbah B3 akibat minimnya 

sosialisasi dan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada 

bengkel-bengkel kecil. Kedua, keterbatasan kemampuan teknis dan 

keuangan untuk membangun Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah 

B3 yang sesuai 
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dengan standar teknis, karena biaya investasi yang dibutuhkan cukup besar 

bagi bengkel dengan omzet rendah. Ketiga, lemahnya pengawasan dan 

penegakan hukum dari pemerintah daerah disebabkan oleh keterbatasan 

sumber daya, terutama belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

lingkungan di tingkat kabupaten, sehingga tindakan terhadap pelanggaran 

pengelolaan limbah B3 belum berjalan efektif. Ketiga kendala ini secara 

bersama-sama mengakibatkan pengelolaan limbah oli bekas di bengkel-

bengkel kecil belum sepenuhnya menerapkan prinsip perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

 

B. Saran  

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul perlu segera menyusun dan 

menetapkan Peraturan Daerah khusus yang mengatur pengelolaan limbah B3 

dari kegiatan usaha bengkel, mengingat karakteristik wilayah karst yang 

sangat rentan terhadap pencemaran air tanah. Dinas Lingkungan Hidup juga  

perlu mengintensifkan program sosialisasi dan pembinaan secara berkala 

kepada seluruh pelaku usaha bengkel, terutama bengkel skala mikro, 

mengenai kewajiban hukum dalam pengelolaan limbah B3, prosedur teknis 

yang benar, serta dampak pencemaran terhadap lingkungan dan kesehatan 

masyarakat.  

2. Bagi pelaku usaha bengkel, khususnya Bengkel Octopus dan bengkel-

bengkel sejenis di wilayah Gunungkidul, perlu meningkatkan kesadaran dan 

komitmen dalam mengelola limbah oli bekas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Langkah pertama yang 

perlu dilakukan adalah dengan melengkapi dokumen perizinan lingkungan, 

khususnya SPPL, sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap 

pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencegah tumpahan oli bekas ke 

tanah, pelaku usaha perlu memperbaiki prosedur operasional standar dalam 

penggantian oli, termasuk penggunaan wadah penampung yang memadai dan 

area kerja yang dilengkapi dengan sistem pencegahan tumpahan. Pelaku 
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usaha juga perlu secara aktif mencari informasi dan mengikuti sosialisasi 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah mengenai pengelolaan limbah 

B3, serta membuat catatan atau laporan sederhana mengenai jumlah limbah 

yang dihasilkan dan diserahkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan 

lingkungan.  
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Lampiran 1. Foto dengan Narasumber, pemilik Bengkel Octopus  

 
Lampiran 2. Foto dengan Mekanik di bengekel Octopus  

 

 

 


